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KATA PENGANTAR

Lebik dan 42 (empat puluh dua) tahun PT Brantas Abipraya (Persero) berkiprah
th duria indusin konstruksi. Di sepanjang periode itu pula Perusahaan berusaha untuk
memposisikan din sebagai entitas bisnis yang mampu tumbub dan berkembang
secara profesional, dan melakukan praktik bisnis yang berpegang teguh pada
ketentuan Hukum yang barlaku.

Untuk menjadi unggul dalam persaingan di industn konstruksi, Perusahaan
melakukan berbagi langkah strategis dengan terus meningkatkan pengembangan di
perbagal aspek antara lain Sumber Daya Manusia, Teknelogi dan Inovasi.
Pemasaran, senta Investasl. Perusahaan juga terus berupaya menunjukkan performa
kinerjanya dengan mengimplementasikan best practice, good corporate governance
dalam menjalankan gperasinya, dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha

Selanjutnya dalam rangka menerapkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha,
diperlukan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha untuk menjadi acuan bagi
Perusahaan dan Karyawan dalam melakukan praktik bisnis dengan berandaskan
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan dalam menyusun prosedur
Kepatuhan persaingan usaha o internal Perusahaan. Panduan ini wajib
dimplementasikan oleh seluruh Insan Abipraya, dengan tetap memperhatikan Vist,
Misi, Moto, Kebijakan, Pedoman Perilaku dan Elika Perusahaan {Code of Conduch,
Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan nilzi-nilal
utama budaya Perusahaan (Core Values). Panduan ini akan selalu dikajl secara
berkala sesua dengan dinamika lingkungan bisnts Perusahaan.

FT Branias Abipraya (Persero)
Direksi,
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FANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PTBRANTAS ABIPRAYA [FERSERD]

BAB|
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Dalam upaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia dan turut serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif,

FPerusahaan berkomitmen untuk mematuhi hukum persaingan vsaha yang

sehat, melaksi keikutzeriaan dalam Program Kepaluhan Persaingan Usaha.

Sebagai bagian dar Program Kepatuhan Persaingan Usaha tersebut,

dipandang perlu untuk menyusun dan menatapkan Panduan Persaingan Usaha

yvang diharapkan dapat menjadi acuan datam menjatankan akbivitas bisnis dan
interaksi dengan Pemangku Kepentingan agar selaras dengan prinsip-prinsip
persaingan usaha sehal Panduan ini wajib diimplementasikan oleh selurub

Insan Abipraya

Penyusunan Panduan inl memperhatikan Visi, Misi, Moto, Kebiakan,

Fedoman Etika dan Tata Perilaky, Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan nilai-

niial ulama budaya perusahaan, seiia dilandasi oieh sikap

1} Mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang-undangan,
peraturan perusahaan serta mengindahkan norma-norma yang berlaku
pada masyarakat di mana Perusahaan besoperasi,

2} Mengutamakan Tata Kelola Perusahaan yang baik yaitu melaksanakan
prinsip-prinsip yang mendasan suatu proses dan mekanisme pengeloiaan
perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan  etika
berusaha;

3) Menyadan bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang
sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta aspirasi
Femegang Saham dan tuniutan dan stakehoiders,

4) Menghindari tindakan, perllaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat
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1.2

5)

&)

FAaNDUAN EEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BRANTAS ABIPRAYA (FERSERD)
menimbulkan potensi pelanggaran hukum pers.aingan usaha, konflik
kepentingan, komupsi, kolust maupun nepolisme, sera selaly
mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pricadi,
kelempek maupun golongan,
Intensitas melaksanakan komitmen untuk menegakkan dan melaksanakan
persaingan usaha yang sehat oleh seluruh Ingan Abipraya; dan
Menerapkan prinsip-prinsip Transparancy, Accouniabiity. Responsibilty,
independency, Fairness (TARIF) dalam mengeiola Perusahaan.

KOMITMEN MANAJEMEN ATAS PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN
USAHA

Komitmen Perusahaan atas Program Kepatuhan Persaingan Usaha

harus dimiliki oleh seluruh Insan Abipraya Komitmen ini dibutubkan untuk
mempentuk budaya dan efika Perusahaan yang taat pada peraturan. Dalam
mementhi Program Kepatuhan Persaingan Usaha, Perusahaan berkomitmen

urtuk:

1)

3

4}

Meizksanakan tugas dan kewajiban secara bersih dan profesional sesual
dengan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi
Transparency, Accountability, Responsibity, Independency. dan Faimeass
sera melakukan Pedoman Etika & Tata Perilaku dengan penuh tanggung
[l

Melaksanakan dan mengimplementasikan Program Kepatuhan Persaingan
Usaha secara berkelanjutan di internal Perusahaan, sesual dengan
kelentuan perundang-undangan ferkail larangan praktk monopol dan
pErsaingan usaha tidak sehat;

Melaksanakan kegiatan Perusahaan secara sehat dan tidak berlentangan
dengan ketentuan perundang-undangan terkait iarangan praktik monopol
dan persaingan usaha fidak sehat;

Menghindar keteribatan seluruh Ingan Abipraya dalam segala kegiatan
yang mengarah dan menimbulkan polens! pelanggaran keteniuan

5] Fage



1.3

PAMDLUAN EEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERD)

perundang-undangan terkait larangan prakbk monopoli dan parsaingan
ugaha tidak sehat;

4) Dalam hal terdapat indikasi atau dugaan pelanggaran, agar Insan Abipraya

menyampaikan laporan melaiyl Tim Pengelolaan dan Tindak Lanjut
Pelaporan Pelanggaran (Whistie Blowmng Sysfam), dan

8) Terhadap Insan Abipraya yang terbukti melakukan pelanggaran, akan
dikenakan sanksi sesiai peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Komitmen ini lercantum dalam Pakta Integritas dan  Komitmen
Perusahaan terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang
ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 20 Juni 2023. Pakta Integritas
ini berfaku dan wajib dipatuhi okeh seluruh insan Abipraya.

MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN PELUANG
1. Maksud
a  Agar Perusahaan memilikl Panduan Kepaluhan Peisaingan Usaba yang
dapal digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis
Perusahaan agar sesual dengan prinsip persaingan usaha sehat
b Agar setiap Insan Abipraya memahami bahwa kepatuhan terhadap
persaingan usaha berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (Transparency., Accoundabiliy, Responsibility,
Independency, dan Fawness) dan nilai-nilai utama budaya Perusahaan
(AKHLAK).

2 Tujuan
a, Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha ini disusun untuk dijadikan acuan
pengrapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di lngkungan
Perusahaan;
b. Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha inl difujukan kepada segenap
Ingan Abipraya dengan tujuan untuk mengeliminir dan menghindsn
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PANDLUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BRANTAS ABIPRAYA [PERSERD)

potensi-potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, dan senantiasa
melakukan akiivitas bisnis dan inferaksi dengan pemangku kepentingan
agar sesual dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Sebagal komitmen bersama untuk mewujudkan YVisi dan metaksanakan
Misi Perusahaan secara profesional dan beretika bisnis;
Menjaga nama baik dan reputasi Perusahaan;
Sebagai kontrol untuk melindung: Perusahaan dan risike pelanggaran
hukum persaingan usaha;
Mendorong seluruh Insan Abipraya untuk taat hukum yaitu mematuhi
ketentuan perundang-undangan terkail larangan praktik monopoll dan
persaingan usaha tidak sehat;

- Mendorong penegakan profesionalisme dan integritas  Perusahaan

meialu disiplin din;

Mendorong agar kegiatan bisnis Perusahaan sefalan dengan persaingan
usaha yang sehat;

Mendorong Perusahaan untuk memelihara nilai-ndai persaingan usaha
yvang sehat, sehingga perusahaan menjadi kampetitif dan inovatf, dan
Mendorong efektifitas, efisiensi dan inovasi Perusahaan

3. Manfaat

Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian,
perindungan, dan Kepercayaan kepada Pemegang Saham
{Shareholder) dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam
berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi
yang baik, yang akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka
panjang;

Perusanaan dianggap dapatl menjaga dan memiliki etika moral yang
finggl. Persepst ini akan lercipta apablia Perusahaan tdak metakukan
persaingan usaha yang sehat;

Terciptanya fingkungan kerja yang menjunjung ingagi rila-nidi kejujuran,
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PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BRANTAS ABIPRAYA [PERSERD)

etika, dan keterbukaan, sehingga akan menciplakan dan menmngkatkan
kineda serta produkbvitas setiap Insan Abipraya secara menysiuruh; dan

d, Meminimalkan konsekuensi biaya yang ftimbul akibat pelanggaran
Hukum Persaingan Usaha,

4. Peluang

a Meningkatkan cira Perusahaan yang baik kepada Pemilik Kerja { Owhner)
d bidang Industri Konstruksi apabila Perusahaan tidak melakukan
pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1898
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Parsaingan Usaha Tidak Sehat,
dan sacara aktif mendorong implermentasi nilsi-ndai perzaingan usaha
yang sehat sehingga membuka peluang mendapatkan proyek-proyek
baru; dan

b, Dengan terjaganya nama baik dan reputasi FPerusahaan maka akan
dapal meningkatkan kepercayaan kepada pemangku kepentingan
seperti Pemilik Pekenaan (Owner), Mitra Usaha, Pemasok, Pelanggan,
Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang merupakan faklor
vang sangat menenfukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha
Perusahaan.

14. ISTILAH - ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1

&)

Panduan HKepatuhan adalah kebijakan Perusahaan yang memuat
panduan kefja dan komitmen bag seliap unsur dalam Perusahaan untuk
menjalankan aktivitas bisnis dan interaksi dengan Pemangku Kepentingan
agar seiaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat.

Frogram Kepatuhan Persaingan Usaha adalah rangkaian kegiatan yang
menunjukkan upaya Kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat,
dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pelaku Usaha serta disusun dalam
suatu dokumen terlulis

Praktik Monopoli adalah pemusatan kskuatan ekonomi oleh satu atau
lebin pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau
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a)

7)

)
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PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BRANTAS ABIPRAYA (FERSERD)

pemasaran atas barang dan atau jasa terentu sehingga menimbuikan
persaingan usaha bdak sehat dan dapat merugikan kepantingan umum
Perusahaan adalah PT Brantas Abipraya (Persero), Anak Perusahaan
(AP) dan unil-unit usaha di bawahnya,
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang beroentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didinkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendirl maupun bersama-sama melalui perjianiian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Persaingan usaha tidak sehat adaiah persaingan antar pelaku usaha
dalam menialankan keqiatan produksi dan atay pemagaran barang atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha
Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang
diakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lan dengan maksud
untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersengkongkol.
Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPLU) vang dibentuk
untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usananya
agar fidak melakukan praktik monopol dan atau persaingan usaha tidak
sehat.
identifikasi Risiko adalah proses menemukan, mengenall, dan mencatat
potensi pelanggaran Undang-Undang yang mungkin terjadi, dan unsur
dalam perusahaan yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut

10} Perjanjian adalah suatu perbuatan safu atau lebih pelaku usaha unfuk

menglkatkan dirl terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama
apa pun, baik teriulis maupun tidak tertulia.

9 | Page



PaMNDUAN KEPATUHAN PERSAINGAMN USAHA
FTEBRANTAS ABIPRAYA (PERSERD)

BAB Il

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA

2.1.

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur tenlang

interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara
tingkah laku perusahaan saat bannteraksi dilandasi atas motif ekonomi. Hukum
persaingan usaha bertujuan untuk menduking terbentuknya sistem ekonami

pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berfangsung
secara sshat

Ketentuan mengenai persaingan usaha yang sehat di Indonesia diatur

dalam:

1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 18999 tentang Larangan Prakigk
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah MNomor 57 Tahun 2010 fentang Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalinan Saham Ferusahaan
Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan dapat memberikan
jaminan kepastian hukum dan perfindungan yang sama kepada seliap
pefaku usana dalam menjalankan aklividias berusaha;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Larangan Prakiek Monopoll dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan

4 Peraturan-peraturan KPPLU yang terkait.

18| Fage



PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERD)

UU No. 5/1999 secara gans besar membagi jenis larangannya ke dalam

3 (tiga) kelompok, yaitu:

'| Perjanjian yang Dilarang
E
2)
3

=1

COhigopaol

Penetapan Harga
Penetapan Harga Jual
Kemball (Resale Price
Maintenance) '
Pembagian Wilayah
Pemboikotan
Kartel

Trust

4)

5

&)

7)

8) Oligopsoni

| 8) Integrasi Vertikal

10) Peranjian Tertutup

11} Perjanjian Dengan
Pihak Luar Negen

hhnnpanli

| 8)

Kegiatan yang Dilarang

[’ 1}

2)
3
4
5)

Monopsoni
Penguasaan Pasar
Jual Rugi
Kecurangan
menetapkan
produksi
Persekongkolan

datam
biaya

Penyalahgunaan
Posisi Dominan
i 1) Posisi Dominan
2} Jabalan Rangkap
3} Kepemilikan Saham
4) Penggabungan,
Peleburan,
Pengambilalihan

dan

e —————

Berdasarkan ketentuan persaingan usaha yang terdapat dalam UU No.
21999, serta mencermafi bidang usaha yang dilakukan oieh Perusahaan,
terdapai beberapa lfarangan dalam hukum persaingan usaha yang memiliki
keterkaitan, dampak signifikan. dan berdasarkan Profil Risiko Perusahaan

yaitu,
1. Persekongkolan;

2
3. Posisi Dominan;
4,
5

Penguassan Pasar mefaiui Prakbk Diskriminasi;

Fenggabungan, Peleburan, dan Pengambilaiihan, dan
Perjanjian Tertutup.

11 | fege




PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

2.2. RISIKO PERSAINGAN USAHA PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
1. Persekongkolan
Seluruh Insan Perusahaan dilarang baik secara langsung maupun bdak
langsung bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan stau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terpadinya
persaingan usaha fidak sehat

Persekongkolan tender (atau kolusi tender) lefjadi ketika pelaku usaha, yang
seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga
atau menurunkan kualitas barang atau iasa untuk para pembell vang ingin
memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan.

Ketentuan mengenai larangan Persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU
No. 5/1989, sebagai berikut:

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau
pihak yvang terkait untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan teriadinya persaingan usaha tidak sehat.”

(| Berdiazarkan Pufusan Mahkamah Konstitiuel No. BEPUL-XIWID1E, mudsi beraki sejak 20
September 2017)

Jenis-jenis persekongkolan tender diantaranva;

1} Persekongkolan Tender Horizontal.
Merupakan persekongkolan yang ternadi antara pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha alau penyedia
parang dan jasa pesaingnya. Fersekongkolan i dapat dikatagonkan
sebagal persekongkolan dengan menciplakan persaingan semu
diantara peserta tender. Hal ini tentunya memberikan Kerugian bagi
pelaku usaha lain yang memiliki kompetensi mumpuni untuk dapat
memenangkan proyek secara senat,

27 Persekongkotan Tender Vertikal.

12 | Fage



PANDUAN KEFATUHAN PERSAINGAN USAHA
FT BRANTAS ABIPRAYA [PERSERD)

4

4)

1)
2}
3

Merupakan persehmgkutaﬂ yang lerjadi antara salah saw atau
beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia
tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemiiik
dan pemben pekeriaan. Persekongholan int dapat terjadi dalam bentuk
dimana panitia tender atau panitia lelang atau pangguna barang dan jasa
atau pemilik atau pemben pekerjaan bekerja sama dengan salah satu
atau beberapa peserta tender

Persekongkoian Tender Gabungan (honzontal & veriikal).

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang
sfau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekeriaan
oengan pelaku usaha atal penyvedia Darang dan jasa Persekongkolan
ini melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender
Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana pihak
pantia tender, pemberi pekerjaan, maupun sesama pelaku usaha
melakukan suatu proses tender hanya secara adminstratil dan tertutup
Bentuk lain.

Satu atau lebih pihak lain termasuk yang tidak mengikuti proses tender
yang berperan sebagai pangatur
skenario/pendana/penghubungicalo/peran  lainnya  unituk  mengatur
dan/atau manentukan pemenang lender

Crampak dari persekongkolan dalam tender diantaranya.

Mutu bangunan sering kali lebih rendah kualitasnya;

Adanya hambatan bagi peseria yang potensial, dan

Nilal proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi karena
adanya mark up oleh pihak-pihak yang barsekongkol

pelaku usaha lain atau penyedia |jasa

tain

|1} Menghindan kesepakatan dengan

Do's Don'ts

yang  mengatur  rencana pemenangan tender,

1) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha |
lain yang memuat pengaturan sasaran

13| Page



PANDUAN KEEPATUHAN PERSAINGAN USAHA

PT BRANTAS ABIPRAYA [PERSERD)

‘2
| '3)

fﬁ}

7)

B)

| &

Do’s
pEmMEnangan tender;
Memenuhi dokumen tender sesual
dengan persyaratan yang

dipersyaratkan oleh Panitia;

Tidak berkoordinas: atau bekerjasama
dengan panitia danfatau peserta lain
untuk kepentingan pemenang tender;
miemberikan tanggapan atau keberatan
jika ada persyaratan di dokumen tender
atau hasi penetapan pemenang tender
yang tidak wajar;

Mengutamakan sikap persaingan yang
sehat selama proses tender,

Menerapkan  program  kepatuhan
persaingan usaha di perusahaan,
Memastikan komitmen perusahaan
uniuk  mematuhl  ketentuan  hukom
persaingan  usaha dan  memastikan
manajemen dan karyawan memaiuhi
ketentuan UL No. 5/1899;

Menjalin komunikasi dengan beberapa
requlator seperti Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
(LKPP), Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi (Ditien Bikon) dan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
Mengikuti proses tender yang dilakukan
secara ferbuka diantaranya metalui

2)

3)

4)

5)

6)

8)

E

10yPemberian

Don'ts
Membual berita acara kesepakatan dengan |
pelaku usaha lain uniuk fidak mengikuth |
tender pada pemberi kerja tertentu;
Barukar mengenal
tender lender yang akan
diselenggarakan oleh Perusahaan,
Menyepakati
memenangkan dengan '
mengatur  mikai dantatau
melakukan kolusl dengan panitia tender,

informasi rencana

dan nilal
perjanjian  unfuk bergiliran
lender
penawaran

Sualu

Secara terang-terangan maupun diam-diam
melakukan tindakan penyesuaian dekumsn
dengan peserta lainnya,

Membandingkan dokumen tender sebelum
penyershan;

Menciptakan persaingan semu,

Menyeiujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persskongkolan dalam
tender/pengadaan;

Tidak menclak melakukan suatu tindakam |
meskipun mengetahui atau sepatutnya |
hahwa tarsebut
dilakukan unfuk mengatur dalam rangka

proses

rengetanu tndakan
memenangkan paserta tender terfentu;

kesempatan eksklusif oleh
penyelenggara lender atau pihak ferkail
gacara langsung maupun fidak langsung
kepada pelaku usaha yang mengikuti tender

dengan cara melawan huekum,

1 )Menyelenggarakan tender di Perusahaan
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Da’s
Electronic  Frocurement, surat kabar

T

ataupun situs,

|
10) Selektif dalam memilin calon mitra kerja |

sgama (bilz diperlukan) untuk bermitra |

mengikuti suatu tender; |

Don'ts

yang bersifat tertutup atau tidak transparan |

dan tidak diumumkan secara luas, sehingga
mengakibatkan para pelaku usaha yang
berminat dan memenuhi kualifikasi tidak
dapat mengikut,

11)Tindakan hukum yang tegas sesuai | 12iMemberikan persyaratan tender bersifat |
Perjanjlan Kerja Bersama (PKB) bagl |

karyawan maupun Pejabat yang terlibai |

dalam kegiatan persekongkolan dalam |

proses pengadaan/tender!
12)Melakukan pengawasan  terhadap
elemen  proses  pengadaan  di

Ferusahaan yang berpotensi

melakukan pelanggaran,

F135eliap  proses  pongadasn o |

Perusahaan harus merujuk dan patuh
kepada prosedur Pengadaan Barang

dgan Jasa Perusahaan, panduan|

kepatuhan persaingan usaha, dan
peraturan perundang-undangan terkait;

14iMemberikan perlakuan yang sama atau
safara  antars salu  pelaky  psaha
dengan pelaku usaha lain saatl proses
pengadaan di Perusahaan,

| 15)Selalu melakukan konsuliasi dengan

Unit Legal Perusahaan afas stralegi
dan aktwvitas bisnie yang akan
ditakukan,

18] Proses pengadaan barang dan jasa harus

bebas Korupsi, Kolusi, dan Mepotisme

diskriminatil dan tidak dapat dilkuti :::lehl

peberapa pelaku usana dengan kompetensi
yang sama,

13)5aat  proses  Tender, membenkan
persyaratan-persyaratan  dan  spesifikasi
tekms atau merek yang mengarah kepada
pedaku usaha tertentu sehingga
menghambat pelaku usaha lain untuk ixut
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Do's Don'ts
(KKN), tidak saling mempengaruhi bark |
iangsung maupun ldak langsung yang
mengakibalkan persaingan usaha yang
bdak sehal, penurunan koalbtas preses
pengadaan dan hasil pekerjaan;

| 17)Mencegah  terjadinya  benturan
rkepentingan (confiict of interast) pihak-
pittak yang ledibal langsung maupun
tidak langsung dalam  proses
pengadaan di Perusahaan;

| 18)Melaksanakan proses pengadaan di

| Perusahaan  secara  transparan,

kompetitif dan adil untuk mendapatkan

Femasok yang memanuhi kualifas.

2. Penguasaan Pasar Melalui Praktik Diskriminasi

Memiliki market power bukan pelanggaran hukum persaingan usaha, namun
Penyalahgunaan markel power merupakan praklik yang banyak ditangani
oieh oforitas persaingan usaha i dumia, termasuk KPPU. Dalam
penanganan perkara pelanggaran penguasaan pasar dapsl dipenksa
bersamaan dengan dugaan pelanggaran pasal lain, misalnya Pasal 15
(Perjanjian Terfutup), Pasal 17 (Praktik Monopoli), dan Pasal 25
{Penyalahgunaan Posisi Dominan).

Prakhk Diskriminasi dapat dilakpkan oleh sate pelaky usaha secars mandm
atau dua atau tiga pelaku usaha yang mempunyai penguasaan pasar atau
posisi dominan Pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar berpotensi
melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang berbeda
terhadap pihak tertentu. UU No. 571988 melarang petaku usaha melakukan

16| #ags



1)

2)

PANDLUAN KEPATUHAN PERSAINGAN LISAHA
FT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERD

Praktik Diskriminasi yang dilakukan tanpa mempunyai justifikasi secara
sosial, ekonomi, teknis madpun pertimbangan efisiensi lainnya.

Ketentuan karangan Praklikx
Disknminasi diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1588, sebagai berikut

“Pelaku usaha difarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendini
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: melakukan

mengendi Penguasaan Pasar melalui

prakiek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”

Da's
Memberikan perlakuan yang sama atau
s@tara antara satu petaku usaha dengan
petaku usaha lain;
Menerapkan  Program
Persaingan Usaha di Perusahaan;
Memastikan komitmen Perusahaan
untuk  mematuhi  ketentuan  hukum
persaingan  usaha
manajemen dan karyawan mematuhi
ketentuan UU No. 5/1999;
Selalu melakukan konsultasl dengan
LInit Legal Perusahaan atas strategi dan
akbvitas bisnis yang akan dilakukan;
Menjalin komunikasi dengan regulator
seperti Komisi Pengawss Persaingan
Usaha (KPPU)

Kepatuhan |

dan memastikan |

Don'ts
1) Digkriminasi Harga atas barang dan/atau
jasa yang sama;
2) Perusahaan memberikan perakuan

istimewa terhadap pelaku usaha fertentu,
tanpa pertimbangan
Justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis

yang beralasan

maupun pertimbangan efisiensi fainnya

Dengan  fujuan  untuk  mengeluarkan
atau

untuk

perusahaan pesaing dard pasar
menghambat pesaing polensial
masuk pasar, .

3) Perusahaan melzkukan Fenunjuhan|
langsung dalam suatu pskenaan, tanpa
justifikasi yang dapat diterima;

4) Perusahaan menaolak melakukan hubungan |
usaha pihak tertentu
justifikasi yang dapat diterima;

8) Perusahaan menelapkan  persyara@an
tertenty  yang kepada |
perusahaan fertentu tanpa justifikasi yang

dengan tanpa

mengarah
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Do's Don'ts N
dapal diterima;

&) Perusahaan menetapkan syarat vyang
berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda
dalam pasar yang sama tanpa justifikasi
yang dapal diterima, |

7} Perusahaan memberikan perakuan
istimewa terhadap pelaku usaha tertentu,
dimana pernasuan islimewa ersebul sama
sekali fidak berdasarkan perlimbangan

- yang beralasan.

3 Posigi Dominan
Posisi Dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak
mempunyai pesaing yang berarii di pasar atau pelaku usaha mempunyai
posisi lebih tinggl daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan
dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada
pasckan atau penjualan serts kemampuan menyesuaikan pasokan atau
permintaan barang atau jasa tertentu

Salah satu cin pelaku usaha memegang posisi dominan adaiah kemampuan
untuk mengatur pasokan atau penjualan. Kemampuan inl pada umumnya
diperoteh karena pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih
besar dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya

Ketentuan menganai larangan penyalahgunaan Posisi Dominan diatur
dalarm Pasal 25 UU No. 51999, sebagai berkul
1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara
langsung maupun tdak langsung untuk:
3 Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan  tujuan  untuk

18 | #=ge




PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USARA

PTBRANTAS ABIPRAYA (PERSERD)

mencegah atau menghatangl koensumen memperaleh barang dan alau

jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau

b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

¢ Menghambal pelakue usaha lain yang berpolensi menjadi pesaing untuk
memasuki pasar bersangkutan,

2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan seperh di atas, apabila;
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

tertentu; atau

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasal

5% (tijuh puluh fima persen) atau lebin pangsa pasar satu jenis

biarang atau jasa tertentu

UU No. 51999 tidak melarang pelaku usaha menjadi perusahaan besar,
justru mendorong pelaku usaha untuk dapat bersaing pada pasar yang
bersangkutan. Persaingan inilah yang memacu pefaky usaha oniuk
melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi untuk menghasikan produk yang
lebih berkualitas dan harga yang kompetitif dibandingkan dengan kualilas

produk dan harga jual dan pesaingnya.

Da's
1) Tidak menghalang: atau menghambat
konsumen maupun pelaky usaha lain
untuk memperoieh barang/jasa;
| 2) Tidak melakukan pembatasan di pasar
serta tidak menghalangl pelaku usaha
lain untuk mengembangkan Inovasi
atas produk barangfjasanya,
| 3) Mengedepankan  sikap  kompetilif
| dengan fdak menghambat atau
menghalangi pelaku usaha lain untuk
dapal masuk ke pasar,

4

Don'ts

‘1) Menerapkan kebjakan atau mengambil

keputusan atat melakukan  seluruh
kiegiatan usahanya guna mencapai posisi
dominan dalam pasar bersangkutan
dengan Bidak alami dan tidak jujur,
Membuat Strategi untuk menyingkirkan
Pesaing,

} Menghambal Pesalng dan Pesaing
Potensial untuk melakukan kegiatan
usaha;

Mendiskniminasi konsumen/milra
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| Do’s

| 4) Menerapkan panduan  kepatuhan

‘ persaingan usaha di perusahaan;

I 5) Menjalin komunikas: dengan regulator

; seperti Komisi Pengawas Persaingan

| Usaha (KPPU).

| 8) Melakukan  bepchmarking dengan
badan usaha lainnya untuk mencegah
terjadinya posisi dominan,

i T} Memastikan
untuk  mematuhi

komitmen perusahaan
ketentuan  hukum
persaingan usaha dan memastikan
manajemen dan karyawan mematuhi
ketentuan UL No. 5/1989.

Don'ts
berdasarkan SARA,

5) Memiliki saham mayoritas pada beberapa
petusahaan sejenls atau  mendirikan
beberapa perusahaan berkegiatan sama
yang mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.

4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Dasar hukum yang mengatur tentang Penggabungan, Peleburan, dan
Fengambilalihan Saham dan/atau Aset adalah sebagai berdkut:

1} Undang-Undang No. 5/1989 tentang Larangan Prakiek Monopofi dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2y Peraturan

Pemerintah Hepublk Indonesia No. 57/2010 tentang

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilzlihan
Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Prakfik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3) Peraturan Pemenntah Republik Indonesia No. 20/2023 terntang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beriaku pada
Komisi Pengawas Persaingan Usaha: dan

4) Peraturan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha No. 3/2023 tentang

Peniiaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan
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Saham dan/atau Aset yang dapat mengakibatkan terjadinya prakfik
monopol danfatau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam hal Perusahasn melakukan kegiatan Penggabungan, Pelebusan atau
Pengambilalihan Saham dan/atau Aset (Merger dan Akuisist), maka periu
memperhatikan paraturan dan ketentuan tersebul. Beberapa ketentuan yang
pariu menjadi perhatian Perusahaan adalah:

1)

3)

4)

7]

Pelaku Usaha wajb menyampaikan Notifikasi kepada Komisi atas
Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalinan Saham dan/atau Asst
yang memenuhi ketentuan wajib Notfikasi;

Dizampaikan paling lama 30 [(lga puluh) hard ssjak  tanggal

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset

berlaky efekhif secara yuridis

Ketentuan wajib Notifikasi terdiri atas:

a  Memenuhl batasan nilal Asetl danfatau nikal Penjualan;

o, Terfadi perubahan pengandalian;

¢ Bukan transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi; dan

d. Transaks| antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset danfatau
Penjualan di Indonesia

Komisi berwenang melakukan penyelidikan dugaan ketertambatan

Motifikast Penggabungan, Peleburan, atau Pengambitalihan Saham

dan/atau Aset, daiam hal.

a Pelaku Usaha tidak menyampaikan Notifikasi dan telah mekswati
waktu 30 (tiga puluh} hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis;
atau

B, Pelaku Usaha menyarnpaikan Motifikasi namun telah melewati wakiu
St (biga puluh) han sgjak tanggal berlaku efektif secara yuridis

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyamparkan Notifikasi, dikenakan

sanks berupa denda adminiatratif sebesar Rpt Miliar untuk setiap hari

keterlambatan, dengan ketentuan paling tingai sebesar Rp25 Miliar,
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. Do's

 Melakukan self assessment terhadap
transaksl Merger dan Akuizisi yang
l. dilakukan Perusahaan dengan mengacuy
:' kepada kKelentuan Hukum Persaingan

| Usaha.

5. Perjanjlan Tertutup

Don'ts

1) Tidak melakukan konsultasi tertulis atas

rencana aksi berupa

korporasi

Penggabungan, peleburan dan atau
pengambilalinan vang dilakukan |
Perusahaan.

Tidak melakukan  notifikas atas

Penggabungan, peleburan dan atau
pengambilalinan yang memenuhi syaral
wajib notifikasi dan itelah efektif secara

YUricis.

Dalam konsep persaingan usaha, perjanjian lerfutup adalah suatu perjanjian
yang tenadi antara pelaku usana yang berada pada level vang berbeds pada
proses produksl atau jaringan distribus! suatu barang atau jasa,

Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk pengendalian harga maupun
non harga (seperti pembatasan wilayah) sehingga dapat menghambat aksas
pasar pelaku usaha lain. Akibatnya, Perusahaan dapat menetapkan harga
yang tinggi sehingga mefugikan konsumen (consumer io55) dan masyarakat

(welare loss).

Ketentuan mengenai larangan Perjanjian Tertutup diatur datam Pasal 15 UU

Mo, 511899, sebagai berikut:

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa
hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa
tersebut kepada pihak atau tempat tertenfu (Exclusive Agreement);

2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang
memual persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan afau jasa
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tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku

usaha pemasok { Tying);

3) Pelaku usaha dilarang membual perjanjian mengenai harga atau
potongan harga lerdenty atas barang dan atau jasa. yang memual

persyaratan bahwa petaku usaha yang menenma barang dan atau jasa
darn pelaku usaha pemasok (Special Discounf):
a. harus bersedia membel barang dan atau jasa lain darl pelaku usaha

pemasok; atau

B. fidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis
dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari peiaku usaha

g — |

Perusahaan dengan pelanggan tidak

memuat  persyaratan yang bersifat
mengikat, misalnya: harus
rmenggunakan atau dilarang
menggunakan suplier atau

subkontraktor tertentu,

(2. Memasiikan seliap peranian yang

La

dilakukan Perusahaan dengan para
mitranya penyedia/supler
beton, baja; transportasi, dil) tidak
membatasi para mitra untuk bisa
bekerjasama
konstruksi lainnya;

(mzal;

dengan Perusahaan

. Menjanjikan

Melaporkan kepada KPPU ks
ditemukan adanya perjanjian atau
peErsyaratan yang berpotensi
melanggar  ketenfuan  persaingan

pEMasok,
Do's Don'ts
1. Memastikan peranjian antara Membatasi kebehasan mitra

(penyedia/suplier) untuk melakukan kerja
sama secara eksklusif dengan Perusahaan
saja.

Membatasi kebebasan pemasok  unfuk
memasok kembali kepada phak lain (bdak
memasck kepada pihak tertentu} atau di
tempat lgin (ranya memasok di tempat
tertentu saja),

. Mensyaratkan pembeli untuk membeli |

produk. lain agar dapat membel produk
utama yang diinginkan pembeali {penjualan
secara fying).

permberian diskon  agar
pemasck bersedia melakukan distribusi
eksklusit atau agar pembeli
membell barang lain yang dijual secara |

fying.

bersedia
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Do’s
usaha;
. Melakukan advokasi internal |
perusahaan; |

Mematuhl hukum persaingan agar | 6

kinerja perusahaan semakin  baik
(produktif, inovatif dan kompetitif),
terhindar dari gugatan pelaku usaha
iain dan resiko terkena sanksi, serla
menjaga nama baik Perusahaan,

Menerapkan  Program  Kepatuhan

Persaingan Usaha di perusahaan;
Selalu melakukan konsultasi dengan
Unit legal Perusahaan atas strategi dan
aktivitas bisnis yang akan dilakukan;
Menjalin komunikas! dengan regulator
sepertl Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU);

Memastixan komitmen perusahaan
untuk  mematuhl  ketentuan  hukum
persaingan usaha dan memastikan
manajamen dan karyawan mematuhl
katerduan LU No_ 571098,

2.3.

Don'ts

| 5. Menutupi adanya distribust eksklusif dan |

penjualan secara iying, bak dengan atau
tanpa diskon;
Menutupt adanya perjanjian tertutup

MITIGASI RISIKO PERSAINGAN USAHA SECARA UMUM

Yang Boleh Dilakukan:

1. Ajukan keberatan terhadap diskusi. rapat, kegiatan dan perilaku yang
berpotensi melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha;

2 Menyusun dan menerapkan Program dan Panduan Kepaluhan terhadap
hukum Persaingan Usaha dalam aturan intern di Perusahaan;

lal...
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3. Melakukan identifikasl, mitigasi, dan monitoring berkala terhadap

area/bidang isnis yang memiliki nsiko tinggr melanggar hukum persaingan
usaha,

Berhati-hati dalam mengumpulkan dan menyampaikan infonmasi yang
persifat sensitif terkait persaingan usaha;

Tingkatkan permahaman dan kormitmen Perusahaan untuk mematuhi
ketentuan  dalam UU  No  5M18%% dengan mempertimbangkan
konzekuensisanksi pelanggarannya,

Yang Diarang Dilakukan adalah:

1

Jangan mambaual perjanjian atau kegiatan bisnie Perusahaan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praklik monopoli danfatau persaingan usaha
tidak sehat,

Jangan membatasi kebebasan mitra usaha dalam menelapkan harga,
memilih mitra usaha lainnya, membatas: wilayah permasaran, yvang dapat
mengakicatkan teradinya praktik monopoli danfatau persaingan uvsaha
tdak sehat,

Jangan melakukan kesepakatan bersama pelakiu usaha lain untuk
bersama-sama membolkot pesaing, pemasok atau pelanggan tertentu,
baik yang dilakukan melalsi kesepakatan, perjanjian ataupun diskusi
tnformal dalamn rapat/pertemuan;

Jangan feribat dalam perjanjian atau perlaku vang melanggar UL No.
5/1999. Segera hentikan keterlibatan dan secepatnya melaporkan dugaan
pelanggaran kepada Tim Pelaksana Kepatuhan Persaingan Usaha PT
Brantas Abipraya (Persero).

SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
1, Tindakan Administratif;

1} penetapan pambatalan perjanjian oligopoli. penetapan harga, penentuan
harga jual kembali, pembagian wilayah, pembolkotan, kartel, trust,
cligopsoni, perjanjian lertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri;
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perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
penntah untuk menghentikan kegiatan yang terbukt memmbulkan praktk
monopoll, menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan/atau
merughen masyarakat;
perintah untuk meanghentikan penyalahgunaan Posgisi Dominan,
penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha
dan pengambilalihan saham,
penetapan pembayaran gant rugi; dan/atau
pengenaan denda paling sedikit Rp1,.000.000.000.00 (satu milar ruplah)
yang ditetapkan sebagai dasar, atau pengenaan denda sebagai berikut:
a maksimal sebasar 50% {lima puluh persen) dar keuntungan bersih
yang didapat okeh badan usaha di pasar lerkait/pasar bersangkutan;
atau
b, maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjuatan yang
didapat oleh badan usaha di pasar terkai,

keduanya dibtung selama pericde fergadinya pelanggaran undang-
undang.

- Sanksi Pidana:

Pefaku Usaha yang menclak untuk diperiksa, menolak memberikan

informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. atau
menghambat prosas penyelidikan dan atau pemerkzaan dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (Ema mifiar rupiah) atau
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagal penggant pidana

denda
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BAB Il

IMPLEMENTASI PANDUAN KEPATUHAN

1, Tim Pelaksana

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM KEPATUHAN

Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Program Kepatuhan
Persaingan Usaha., mencegah fefgadinya pelanggaran kepatuhan
persaingan usaha, dan untuk melaksanakan Panduan Kepatuhan
Persaingan Usaha di lingkungan Perusahaan maka dibentuk Tim Pelaksana
Program Kepatuhan Fersaingan Usaha dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah |
Pengarah Il
Pengarah Il
Pengarah IV
Ketua Tim
Wakil Ketua
Anggota

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Direktur SDM & Umum

Direktur Operasi |

Direktur Operasi |l

Sentor Vice President QHSSE

Senior Vice President Pemasaran

1. Vice President Legal Litigasi

2. Vice President Legal Korporasi

3. Vice President Sistem Manajemen dan Kepatuhan
4. Vice President Manajemen Risiko

5. Vice President Pengembangan Bisnis dan Investasi
6. Vice President Supply Chain Management (SCM)

7. Vice President Vendor Management System (VMS)
B. Vice President Pemasaran Sirategis

8. Vice President Pemasaran Divisi Operasi 1

10. Vice President Pemasaran Divisi Operasi 2

11, Viee President Pemasaran Divigi Operasi 3
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Dalam hal pengawasan dan evaluasi secara Internal, Satuan Pengawas

Internal (SPI) akan melaksanakan audit berkala setiap 1 (satu) tahun sekali

untuk memberikan masukan kepada Top Manajemen dan Pengarah agar

Program Kepatuhan Persaingan Usaha di lingrungan Perusahaan dapat
perkelanjutan.

2 Tugas Tim Pelaksana

1) Memastkan Program  Kepatuhan Perzaingan Usaha felah
disosialisasikan dan difaksanakan di Iingkungan Perusahaan sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

2 Melakykan undate/penakinian terhadap Program Kepatuhan Pereaingan
Usaha sesuail dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlakuy;

3} Melzkukan identifikasi dan mitigasi risiko persaingan usaha Perusahaan
secara berkelanjutan,

4) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pelatinan terkait
Persaingan Usaha secara berkelanjulan;

5) Melaksanakan pemantauan dan evaluas pelaksanaan Program
Kepatuhan Persaingan Usaha di lingkungan Perusahaan secara
berkelanjutan;

8) Berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rl terkail
dengan pelaksanzan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di
lingkungan Perusahaan, dan

7y Melaporkan seluruh  pelaksanaan kegiatan Program  Kepatuhan
Persaingan Usaha secara berkala kepada Direkst.

ALUR PELAPORAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN

Atas dugaan teradi pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha yang
dilakukan olgh insan Perusanaan, maka insan Perusahaan dapat melaporkan
dugaan peianggaran iersebul melalul sistem Whistle Bfowitg Syslem (WES).
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Pelaporan disampaikan langsung danfatau tidak langsung kepada Sekretaris
Perusahaan (Sekper) selaku Sekretaris Tim Whistle Blowing Systern dan
Pelapor harus mengisi informasinya di lembar igian pada form yang disediakan
dan akan telap dijaga kerahasiaan identitasnya.

Flowchart tahapan pelaporan dugaan pelanggaran di intern Perusahaan
berdasarkan Prosedur Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran
(Whistle Blowing Sysiem), Nomor Dokumen 2-000-10-06/02, Tanggal Edisi 23
September 2021 adalah sebagai berikut;

(=)

T ——

+3

is N
r TarpTgAngE) wer -
| Suakakan ieian

S

:
§
:
[
i
:
i

Flowshar tahapan pelaporan dugsan pelanggaran

SANKSI| INTERNAL ATAS PELANGGARAN/KETIDAKPATUHAN TERHADAFP
HUKUM PERSAINGAN USAHA

Penerapan sanksl internal bagi Insan Abipraya atas pelanggaran peraturan
intemnal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya
terkait pelanggaran Hukum Persaingan Usaha, mengacu pada Prosedur
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Momor: 2-000-10-
06/02, tanggal 23 September 2021,
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3.4.

Sanks: bagl pelaku dalam lingkup internal Perusahaan yang mencangkup
selurun Insan Abipraya berdasarkan hasit dar audit Investigasi oleh Satuan
Pengawas internal (SP, yaitu;
1} Rekomendasi Hukuman Ringan
banksi diterapkan berdasarkan PKE Perusahaan atau Kebijakan Direksi
Perusahaan;
2} Rekomendasi Hukuman Berat
Penyampaian hasil audit kepada Penegak Hukum, sesuadi dengan
peraturan perundang-undangan dan hasil dari pertimbangan Direksi
Perusahaan Penyampaian Audit Investigas! #u sudah melalui ekspoze
infernal kepada pihak terkait internal

Terhadap pihak pelapor atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Program
Kepatuhan Persaingan Usaha Ini, Perusahaan akan melindungl dan
mengakomeodasi hak-haknya sesual dengan peraturan dan  perundang-
undangan yang berlaku. Hal-hal lain terkait sanksi yang tidak disebutkan di
Fanduan Persaingan Usaha inl telah diatur dafam Prosedur Pengelociaan dan
Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Perusahaan

BAGAIMAMNA PANDUAN KEPATUHAN DAPAT DIMPLEMENTASIKAN

1} Perusahaan harus secara akiif mengungkapkan sejauh mana peiaksanaan
Program Kepatuhan Persaingan Uizaha dan masalah yang dihadapi;

2} Direkiur Keuangan dan Managernen Risiko sebagai Pengarah atau pejabat
yang ditunjuk berkewsajiban untuk memantau dan menjaga agar penerapan
Program Kepatuhan Persaingan Usaha dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baknya;

3} Hal-hal yang diniiail, antara lain kepatuhan Perusahaan terhadap Program
Repatunan Persaingan Usaha yang sehal dan perumusan langkah-langkah
mitigasi yarng diperiukan;

4} Seduruh Insan Abipraya dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan
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prinsip-prinsip  profesionalisme, efisiensi, dan prinsip GCG  yaitu

transparanss, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandinan dan
kewajaran,

§) Fungsi Pelaksanaan Kepaluhan Persaingan Usaha yang dibentuk Direksi
memasbkan ketaatan terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha
dan secara berkala melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris:

6) Secara periodik melakukan peniiaian terhadap pelaksanaan penerapan
Program Kepatuhan Persaingan Usaha dan melaporkannya kepada
Direksl

7) Getiap Insan Abipraya wajib melaporkan adanye dugaan pelanggaran
terhadap Program Kepatuhan Persaingan Usaha vang sehat

8) Identitas dari pegawai yang melapor harus dijaga kecuall diperiukan dakam
tindak lanjut laporannya;

8) Tidak ada sanksihukuman yang dikenakan bagi pelapor kecuali apabila
dikemudian han dinyatakan bahwa yang berzangkutan terlibat dan
laporannya dinvatakan tidak benar, dan

10) Fungsi Pelzksanaan Kepatuhan Persaingan Usaha yvang dibentuk Direksi
harus menindaklanjutt laporan fersebul  sesual dengan batas
kewenangannya.

DAFTAR  PERIKSA  (CHECKLIST) PROSEDUR PENCEGAHAN
PELANGGARAN

Sebagai upaya pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dan
mencegan terjadinya pelanggaran kepatuhan persaingan usaha fidak sehat di
ingkungan Perusahaan maka Tim Pelaksana akan membantu audit Satuan
Pengawas Intern (SP1) setiap 1 (satu) tahun sekal dalam audit intemal. Tim
Pelaksana menyusun Dafiar Periksa (Checkfist) dan mensosialisasikannya
kepada Top Manajemen sampai dengan Pimpinan-pimpinan Unit Kena dan
Bisnis
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~ Dafar Periksa disusun untuk memastikan bafhwa prinsip persaingan usaha yang
sehat telah diatur secara lengkap dan jelas di Perusahaan sehingga setiap Insan
Abipraya dalam mgnjalankan kegiatannya mengetahui pentingnya kepatuhan
terhadap undang-undang yang bedaky terutama tidak bertentangan dengan
prinsip persaingan usaha yang sehat

Daftar Periksa dimaksud adalah sebagai berikut;
A. Komitmen (Commitment):

1

23

3

4

5]

6)

)

8)

Apakah Manajemen Puncak Perusahaan memiliki komitmen terhadap
Kepatuhan persaingan usaha yang sehat?

Apakah terdapat permyataan kepatuhan persaingan usaha vang haris
ditandatangani seluruh Insan Abipraya dalam bentuk formulir
perriyataan’

Apakah Perusahaan memiliki Kebijakan danjatay Prosedur
FPerusahaan lentang Kepaluhan Persaingan Usaha?

Apakah terdapat Kebijakan atau Prosedur Perusahaan yang mengacu
kepada Undang-Undang danfatau Peraturan tentang Program
kepatuhan Persaingan Usaha?

Apakah Kebijakan danfatau Prosedur Perusahaan memberikan
penjelasan di mana saja pelanggaran persaingan usaha kemungkinan
besar terjadi?

Apakah Perusanaan mempunyai Unil Kernja yang memastikan upaya
kontrol dalam penceganhan pelanggaran terhadap kepatuhan
persaingan usaha?

Apakah ada Unit Kerja tertentu di Perusahaan yang bertanggungjawab
atas rekomendasi audit infernal?

Apaksh ada Unit Kerja yang melaksanakan upava komunikasi dan
pelatihan atas upaya pencegahan pelanggaran persaingan usaha yang
tidak sehat?




PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN LISAHA
BT BRANTAS ABIPRAYA [PERSERD)

B. Perencanaan (Pfan);

1)

2}

3

1

2

3

4)

3

1

2

Apakah Perusahaan melakukan identifikasi risiko dan pemetaan risiko
yang mencakup ttik rawan dan modus pelanggaran persaingan usaha?
Apakah pentlatan rfislko pelanggaran dilakukan kepada seluruh Unit
Kerja dan Unit Bisnis di Perusahaan?

Apakah wentifikasi risiko dilakukan secara berkala dan diperbaharu
berdasarkan perkembangan modus pelanggaran?

Pelaksanaan (Do):

Apakah Perusahaan melakukan uji tuntas atas identifikasi risiko
pelangoaran  persaingan usaha terhadap karvawan  pelanggan
distributor, vendos?

Apakah Kebijakan dan/atau Prosedur Perusahaan juga mengikal pihak
eksternal {mitra usaha, distributor, vendor) yang berhubungan dengan
Perusahaan?

Apakah Kebijgkan danfatau Prosedur Perusahaan mencakup sistem
pengawasan. pembenan sanksi dan evaluasi kepada pihak internal
dan eksternal Perusahaan?

Apakah Perusahaan mempunyai sistern pelaporan dan pengaduan
atas dugaan adanya tindak pelanggaran persaingan usaha dimana
dijamin kerahaswaan, periindungan, dan keamanannya bagl pelapor,
baik internal maupun ekstermnal?

Apakah Perusahaan mensosislisasikan Kebijakan dan/atau Prosedur
tenlang Kepatuhan Persaingan Usaha yang sehat secara berkala
kepada seluruh Insan Abiprava?

Evaluasi (Check):

Apakah Perusahaan mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas
Prosedur Repatuhian Persaingan Usaha?

Apakah sistem pemantauan dan evaluasi kepatuhan persaingan usaha
dikomunikasikan secara perkala kepada seluruh Insan Abipraya?
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3} Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkall pelanggaran
dikomunikasikan secara berkala kepada Manajemen Perusahaan
{dalam rapal, perternuan) sebagai pembelajaran?

Perbaikan (Action):

1) Apakah Perusahaan telah memiliki mekansme pembenan sanksi bagi
lindakan pefanggaran terhadap kepatuhan persaingan usaha?

2) Apzkah Peruzahaan telah memiliki mekanieme pemberian
penghargaan bagl Insan Abipraya yang berperan aklif dalam
membangun budaya patuh hukum persaingan usaha yang sehat?

3} Apakah Perusahaan menindaklanuti hasil evaluasi pelaksanaan
penerapan pencegahan pelanggaran terhadap Program HKepatuhan
Fersaingan Usaha?

Respon (Response}:

Apakah Perusahaan tergabung dalam perkumpulan Palaku Usaha (Badan
Lisaha atau Perorangan) dan membahas isu kepatuhan persaingan usaha
yang sehat?
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BAB IV
PENUTUP

. Panduan Kepatuhan Persaingan Usahia imni'akan difinjau dan direviu secara berkala
sesual dengan funtutan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan;

Sebagai bentuk implementasi dari Panduan Kepauhan Persaingan Usaha, maka
sefiap unit balk Divisi Operasi, Departemen Produksi & SCM, Departermen
Pengembangan Bisnis dan Deparemen Pemassaran dapat melaporkan
Manajemen Risiko dengan kriteria Risiko Persaingan Usaha secara periodik dan
terukur mitigasinya;

Panduan Kepatehan Persaingan Usaha ini dinyatakan berlaku efektif selak
ditetapkan oleh Direksl dan menjadi bagian bidak ferpisahkan dari Surat Keputusan
Direksi tentang Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha  Nomor
M2 VODKPTSAI2023 Tanggal 3 Juni 2024,

Untuk pertanyaan, umpan balik, permintaan penjelasan perihal Program dan
Panduan HKepaluhan Persaingan Usaha dapat disampaikan kepada Tim
Pelaksana Program Kepatuhan Persaingan Usaba melalu email (brap@brantas-
abipraya.co.d) dan surat resmi yang dislamatkan kepada Senior Vice President
Departemen QHSSE, PT Brantas Abipraya (Persern), Jalan DI Paniatan Kay 14
Cawang Jakarta Timur {13340) dan

Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha ini, tetap
mengacu pada ketenfuan dan perundang-undangan yang berlaku
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KEPUTUSAN DIREKSI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
TENTANG
PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN LISAHA

Nomor | 112 1/D/KPTSNI2024
DIREKS! PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

MEMNIMBANG -

A

Bahwa sebagal upaya pelaksanssn Kepatuhan Perssingan Usaha di PT Bramtas Abipraya
(Perserol, diperlukan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha guna menjadl pedoman internal
perysahaan datam mencegah ledadinya pelanggaran ketentuan perundang-undangan terkait
larangan praktk monopoll dan persaingan usaha tidak sehat,

Bahwa persaingan usaha yang sehat dapat méndorong perusanasn menfadl kompeditf, afekdf
efizien, dan inovafif:

- Bahwa untuk maksud fersebut pada butic & dan b di atas, pariy ditelapkan dalam Keputusan

Crirekesi,

MENGINGAT :

1.

Lol

10

11

12

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Parsaingan
Usaha Tidak Sehat,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggarasn Megara yang Barsih, dar
Korupsi, Kakisi dan Nepotisme {KKN).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik MNegara telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6§ Tahun 2023 tentang Penetapan Peraluran Femerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

Undang-Undang Womor 2 Tahun 2017 lemang Jasa Konstruksi

Undang-Undang MNemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Bemerintah FPengganti
Undang-Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopali
dan Persaingan Usaha Tidak Sahat,

Peaturan Komis! Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPLU) Nomor 1 Tahun
2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha.

Surat Kementeran BUMN Nomor S-503/5 MBU/OBIZ022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal
Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di BUMN,

Anggaran Diasar Perseroan PT Erantas Abipraya berdasarkan Akta Notaris Kartini Mulyadi , 5H
Ma. BB Tahum 1980 vang telah beberapa kali diubah lerakhic dengan Akta Motaris Rakhmat
Mushawwir Rasyidi, 5.H,, MKn. No.2 Tanggal 4 April 2024

keputusan Bersama Dewan Komisars dan Direksi PT Brantas Abipiaya (Persercl Momor
107 3/DIKPTSN/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perubahan dan Paryempurnaan Pedoman
Perlaku & Etika {Code OF Conduct) PT Brantas Abipraya {Persera),

Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 428MVKPTS/XI2022 tanggal 3
November 2022 tentang Pembagian Tugas Pokok dan Wewenang Direksi PT Brantas Abipraya
({Persero)



MENETAPKAN !

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

: Penerapan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha di Lingkungan PT

Brantas Abipraya (Persero),

Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha di Lingkungan PT Brantas Abipraya
{Persero} ini berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang mengatur sebagai
acuan bagi insan di lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero) datam
menjalankan bisnis Perusahaan agar sesual dengan prnsip persaingan
usaha yang sehat.

. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

. Apabila dikemudian harn terdapat perubahan/perkembangan keadaan

sehingga dalam keputusan inl memerlukan peryesuaian, akan diperbaiki
sabagaimana mestinya.

Citetapkan di Jakarts
Pada Tangyal 2 3 Juni 2024

iraxtur Likams
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B0 37007 2016

KEPUTUSAN DIREKSI| PERSERC PT BRANTAS ABIPRAYA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM KEPATUHAN
PERSAINGAN USAHA

Nomor : 112 2MVKPTSNLZ2024
DIREKS] PERSERD PT BEANTAS ABIPRAY A

MENIMBANG :

&

Bahwa sebagai upaya mendukung pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di
PT Brantas Abipraya guna mencegah terjadinya pelanggaran kepatuhan persaingan usaha
dan hukum parsangan usana,

Bahwa sebagai upaya untuk melaksanaskan Fanduan Kepaiuhan Persaingan Usaha i
fingkungan FT Brantas Ablpraya {Persero), dipandang periu dibentuk Tim Pefaksana
Frogram Fepaluban Persamgan Usaha dimaksaed.

Bahwa uniuk maksud tersebul pada butira dan b di atas, perlu dietapkan dalam Keputusan
Direxsi.

MENGINGAT

13

Undzng-Undang Nomor 5 Tahun 1959 temlang Larangan Praktek Monopoll dan Persaingan
Usaha Tidak Seha

Undang-Undang Momaor 28 Tahun 18929 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih,
dan Korupsl, Kolusi dan Nepolisme [KKN),

Lndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentzng Perseroan Terbatas

Undang-Undang Momor 18 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah diubah
dengan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2023 tenfang Penstapan Feraturan Pemerintah
Pangganti Undang-Undang Momar 2 tertang Cipta Ferja mengdi- Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksd,

Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang Peretapan Peraturan Pemenntah
Pengganti Uindang-Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadl Undang-
Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praklek
Monopoll dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indoness (KPPLY Nomor 1
Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha.

Sural Kementerian BLMN Nomor 3-503/3 MBLDEZ02E fanggal 22 Agustus 2022 perthal
Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di BLIMN

Anggaran Dasar Persere PT Brantas Abipraya (Akta Motans Karini Mubyadi | SH MNo. BB
Tahun 1280 yvang telah Beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Motars Rakhmat
Mushawwir Rasyidi 3.H.. MEn. No.2 Tahun 2024 Tanggal 4 April 2024

Feputusan Bersama Dewan Eomisans dan Direksi FT Brantas Abipraya (Perserg) Momor
107 JDMPTEN2024 fanggal 22 Mei 2024 terdang Perubahan dan Penyempurnaan
Pedoman Perilaku & Etika (Code Of Canducl) PT Brantas Abipraya (Persero).

Keputusan Direksi FT Brantas Abipraya (Persera) Nomor 428/0/KPTS/XI2022 tanggal 3
Movember 2022 tentang Pembagian Tugas Pokok dan Wawenang Direkes PT Brantas
Abspraya (Perserg)

Keputusan Direksi PT Brantas Ablpraya (Persero) Nomor 112 VDIKFTSVI2024 tanggal
3 Juni 2024 tenlang Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha,



MEMNETAFPKAN

Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKS! TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN LISAHA

Membentuk Tim Pelsksana Program Kepatuhan Persaingan Usaha,
yang dalam Sural Keputusan ini disebul Tim Pelaksana Kepatuhan
Persaingan Usaha dengan susunan sebagai barikut:

Pengarah | ¢ Direkiur Keuangan dan Manajemen Risiko
Pengarah Il ¢ Direkiur SOM & Umum

Pengarah 11l © Diredtur Operasd |

Pengarah IV Direktur Operasi |l

ketuz Tim . Servar Vice President QHESE

Wakil Ketua Senior Vice Prasident Pemasaran
Anggota o 1. Vice President Legal Litigasi

2. Vice President Legal Korporasi

3. Vice Prezidant Zistem Mangjemen dan
Kepatuhan

4. Vice Presidant Manajemen Risiko

B, Vice President Pengembangan Bisnis dan
Investasi

E. Vice President Supply Chain Management
{SCM)

7. Vige President Vendar Managament Systent
VM5 ,

5. Vice Presiden! Pamasaran Sirategis

4. Vice Prasiden! Pemasaran Divisi Operasi 1

10. Vice Prasiden! Pemaszaran Divizi Qperasl 2

11. Vige Prasiden! Pemaszaran Divigl Operasi 3

Tugas Anggota Tim Pelaksana Kepatuhan Persaingan Usaha adalah:

a. Memastkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha teian
disosigfisasikan den diaksanakan di lngkungan PT Brantas
Abipraya (Persero) sesual dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlake;

b Melakukan updateipengkinian  terhadap Program  Kepatuhan
Persaingan Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang beraku,

6. Meiakukan identifikasi dan miligasi risiko persaingan usaha PT
Brantas Abipraya (Perserg) secara barkelanjutan;

d. Melaksanakan kegistan Soslalisasi, Penyuluhan, dan Pelatiban
terkait Persaingan Usaha secara berkeianjutan;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaiuasi pelaksanaan Program
Kepatuhan Persaingan Usaha di ingkungan PT Brantas Abipraya
(Persero) secara berkelanuian;

f. Berkoordings! dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia terkail dengan pelaksanaan Program Kepatuhan
Persaingan Usaha di lingkungan PT Brantas Abipraya (Perserc),
dan



Kesmpal

Apabida di kemudian har ternyata lerdapat kekeliruan di dalam
penetagan inl. maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditefapkan,

Ditetapkandi 'Jakaria
Padatanggal :3Junmi2024
Persero PT Brantas Abipraya
Diveks],




